BUPATI ACIEH TAMIANG
PROVINS{ ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR {1 TAHUN 20272

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAT]I ACEH TAMIANG
NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG

TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang :© a.

b.

BUPATI ACEEH TAMIANG,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 avat (1) Peraturan
Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Tamiang, pergeseran
anggaran dapat dilakukan dalam kondisi mendesak
atau perubahan prioritas pembangunan baik di
tingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud
karena alasan teknis, adanva ketentuan peraturan
perundang undangan, adanya kebijakan pemcrintah
vang bersifat strategis, adanya transfer khusus yang
bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Provinsi;

hahwa untuk menindaklanjuti Peraturan BKPM RI
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisikk Fasilitasi
Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan
Kecil;
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Mengingat

—_

hahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Petunjuk  Teknis  Penggunaan Dana  Bantuan
Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran
2022;

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi llasil Cukai
Hasil Tembakau;

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penetapan
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah
Acech Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf e dan huruf f. perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Acch  Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran [Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 3851},

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten  Aceh  Barat Daya.
Kabupaten  Gayvo  Lucs, Kabupaten Acch  Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Acch
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355}, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6516),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran
Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang.|.
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10.
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12.

13.
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5459);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028},

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416}, sebagaimana telah
diubah Dbeberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712},

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Lavanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



14.

15.

16.

18.

19.

20.

Peraturan Pemeriniah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
l.aporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan iInformasi Laporan
Penvelenggaraan Pemerintah Dacrah kepada
Masvarakat {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik [Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972j:

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
hidonesia  Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa vang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2013 tentang Dana Desa vang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694,



21.

22,

23.

24,

25.

206.

27.
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomeor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 5887),
schagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Kkeuangan dan Administratilil Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Nepgara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomeor 12 Tahun 2021 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012  tentang Pedoman  Pengelolaan  Investasi
Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Dacrah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);
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Menetapkan
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021

29.

30.

31

32.

33.

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah {entang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penvusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 926);

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4+ Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Tamiang {Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun
2021 tentang Anggaran DPendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021
Nomor 16]J;

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun
2021 tentang Penmjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Acehh Tamiang Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

PERATURAN DBUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 40 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN
ANGGARAN 2022.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh
Tamiang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Acch
Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Bcelanja Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 40) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Acch
Tamiang Tahun Anggaran 2022 semula sebesar
Rpl.217.162.152.022 bertambah sebesar
Rp179.530.000 sehingga menjadi
Rp1.217.341.682.022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
a. Semula Rp 1.217.162.152.022
c¢. Bertambah Rp 179.530.000
Jumlah pendapatan
daerah setelah perubahan Rp 1.217.341.682.022

2. DBelanja daerah

a. Semula Rp 1.224.162.152.022
c. Bertambah Rp 179.530.000
Jumlah belanja daerah

setelah perubahan Rp 1.224.341.682.022

3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp 10.000.000.000
2) Bertambah Rp 0
Jumlah penerimaan
pembiavaan setelah

perubahan Rp 10.000.000.000
b, Pengeluaraan pembiayaan
1) Semula Rp 3.000.000.000
2) Bertambah Rp 0

Jumlah pengeluaran
pembiavaan setelah
perubahan Rp 3.000.000.000

Jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan Rp 7.000.000.000
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Sisa lebih pembiavaan anggaran
setelah perubahan Rp 0

Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37
berbunyi sebagail berikut:

Pasal 37

Uralan lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran | Ringkasan Penjabaran Perubahan
APBNK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis,
Objek. dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayvaan,;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBK
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok,  Jenis, Objek, dan  Rincian  Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran I Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran [V Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial:

5. Lampiran V Rincian  Dana Otonomi Khusus
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan

Minyalk Bumi dan Pertambangan Gas
Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi. Program. Kegiatan, Sub Kkegiatan.
kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Belanja dan Pembiavaan,

7. Lampiran VI Rincian Dana Tambahan
Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jcnis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiavaan;

L olran...
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8. Lampiran VIl Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan
Peraturan  Bupati  tentang  Penjabaran  APBK
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

3. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39
berbunyi sebagai herikut:

Pasal 39
Pelaksanaan perubahan penjabaran APBK yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Dacrah  sesuai  dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasai ll

Peraturan DBupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, d1 ApniL 2022 M
\G Ramadhan 1443 H

Diundangkan di karang Baru
pada tanggal, _ @' April 2022

[9 Q‘quJhan 1443 ..

SEKRETARIS DAERALI
KABUPATIEN ACEH TAMIAN

AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEI TAMIANG TAHUN 2022 NOMOR \{



